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Yth. Kepala/Ketua Pengadilan (Satuan Kerja Terlampir) 

di Tempat 
 

Sehubungan dengan surat Badan Pengawasan Nomor : 

3914/BP/PW.1.1.1/VII/2026 terkait dengan Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi 

Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK secara Mandiri Tahun 2026 Nomor 

3901/BP/PW.1.1.1/VII/2026 dan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 

1057/SEK/PW1.1.1/VI/2026 tentang Revisi Kebijakan Pelaksanaan Pembangunan dan 

Evaluasi ZI Menuju WBK/WBBM Tahun 2026, Tim Penilai Internal Mahkamah Agung 

akan melaksanakan Uji Publik sebagai bagian dari tahapan evaluasi Pembangunan 

Zona Integritas. Uji Publik ini bertujuan untuk memperoleh masukan, persepsi, dan 

informasi dari masyarakat serta pemangku kepentingan terhadap satuan kerja yang 

diusulkan memperoleh predikat Menuju WBK secara Mandiri Tahun 2026. 

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon agar pelaksanaan Uji Publik dilakukan 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Uji Publik ini dilaksanakan pada satuan kerja yang telah dinyatakan “LULUS” seleksi 

administrasi usulan pembangunan ZI menuju WBK secara mandiri tahun 2026. 

2. Setiap satuan kerja wajib mempublikasikan tautan Uji Publik melalui situs web resmi 

satuan kerja, media sosial resmi (apabila tersedia), papan pengumuman dan media 

informasi lainnya dengan menyampaikan ajakan sebagai berikut: 

 “Mari dukung kami dalam membangun Zona Integritas menuju WBK dengan 

berpartisipasi mengisi kuesioner Uji Publik” melalui tautan: 

https://bawasmari.mahkamahagung.go.id/survey/ 

3. Publikasi Uji Publik dilaksanakan sejak tanggal 23 Juli s.d. 15 September 2026. 

4. Hasil pengisian kuesioner akan terekam secara otomatis pada sistem, sehingga 

satuan kerja hanya perlu memastikan pelaksanaan Uji Publik telah dipublikasikan 

secara luas sesuai ketentuan pada angka 2. 

 

 Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. 
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DAFTAR SATUAN KERJA  
  

No Satuan Kerja 

1. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya 

2. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang 

3. Pengadilan Militer I-04 Padang 

4. Pengadilan Militer IV-14 Pontianak 

5. Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta 

6. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung 

7. Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru 

8. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung 
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